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KEWAJIBAN PENGANGKUT KEPADA PIHAK YANG MENDERITA

KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL
Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM "

Abstrak

Angkutan udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak diminati masyarakat
Indonesia saat ini, karena aspek kecepatan dan keselamatan lebih terjamin. Namun demikian masih
sering terjadi kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang menimbulkan kerugian terhadap
penumpang sebagai konsumen dalam penyelenggaraan penerbangan nasional. Apabila terjadi
peristiwa semacam ini, maka perusahaan penerbangan sebagai pengangkut berkewajiban untuk
menyelesaikan tanggung jawab dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang menderita
kerugian berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kata kunci: Kewajiban Pengangkut, Kecelakaan Pesawat Udara, Ganti Kerugian.

Abstract
Air transport is one of the most favorable mode of transportation chosen by Indonesians nowadays
due to its relative warranty on speed and safety aspect. However, aircraft accidents is still rampant
or other incidents that causes loss to passengers in the wake of its national trade. Should such event
occurs, then the airline company as carrier bears the responsibility to provide compensation to
victims based on Law No. 1 Year 2009 on Air Aviation.

Keyword : Carrier Responsibility, Aircraft Accident, Reparation.
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